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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akunti#tabi dan transparansi dalam pengelolaan dana
bantuan operasional kesehatan di kota Baubau daggel®laan dana analisis yang digunakan adalah
kuantitatif dan deskritif kualitatif. Yang menjadampel penelitian ini adalah laporan keuangan dalam
pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan )péda Dinas Kota Baubau 2020. Alat Analisis

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berd@sahasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas
Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akilitdabdengan baik dan program bantuan

operasional kesehatan (BOK) dengan transparan,inhalerlihat pada sistem kesiapsagaan yang
melibatkan semua pihak yaitu pelayanan kesehatatugas Dinas Kesehatan Kota Baubau dapat
dikatakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi Dan Bantuan Operasional Kesehatan Kota (BOK)

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability drghsparency in the management of health
operational assistance funds in the city of Baubad the management of funds the analysis used is
guantitative and qualitative descriptive. The samnpff this research is the financial report in the
management of the Health Operational AssistanceK({Bfond at the Baubau City Office 2020. The
analytical tool used is descriptive analysis. Basadhe results of the study, it can be concludied the
Baubau City Health Office has fulfilled the objees of accountability well and the health operation
assistance program (BOK) is transparent, this cansben in the preparedness system that involves all
parties, namely health services, Baubau City HeSkvice officers can be said to be running smgothl
good.
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1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal sangat penting bagi senamasm karena tanpa kesehatan yang
kurang baik maka setiap manusia akan sulit dalataks@nakan aktivitas sehari — hari.Undang
— undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009jefeskan bahwa kesehatan merupakan
hask asasi manusia dan salah satu unsur keseatenag@ diwujudkan sesuai dengan cita — cita
bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap kegiatan apaya untuk meningkatkan derajat
masyarakat yang setinggi — tingginya dilaksanaka&nddsarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yasangat penting artinya bagi pembentukan
sumber daya manusia Indonesia, dalam peningkat@ha&®an dan daya saing bangsa, serta
pembangunan nasional dalam meningkatkan derajah&tmn yang setinggi-tingginya pada
awalnya adalah upaya dalam penyembuhan penyakiudian bertahap dan berkembang
kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluridyanallat dengan mengikutsertakan
masyarakat secara luas yang mencakup upya propneuéntif, kuratif, dan rehabilitas yang
bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungamkembangan ini disalurkan dalam dalam
Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utanrarééormasi sektor publik. Tuntutan
akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembagdos publik untuk lebih menekankan
pada penanggungjawaban pada bidang kesehatan.balammi akuntabilitas diartikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program lkaberhasilan atau kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yaetapdk sebelumnya. Sedangkan
Tranparansi yang tugasnya berfungsi untuk mengurdingkat penyelengan dari pihak
pelaksana, ini meliputi penyediaan informasi damjamain kemudahan dalam memperoleh
informasi dalam hal ini keterbukaan atas programjakga. Jika hal ini dilaksanakan dengan
baik maka Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dakdaksananya akan tetap sasaran.

Pemerintah berfokus dalam pembangunan dan penggarbastalam bidang pelayanan
kesehatan, karena kesehatan membawa dampak miadamh kehidupan masyarakat banyak.
Tujuan organisasi kesehatan berfokus dalam pelayd&®sehatan, kepuasan pasien, dan
kesehatan masyarakat. Selain itu juga memiliki amjwntuk mencapai suatu tujuan yang

dibutukan dalam profesi akuntansi untuk menghasilkeebuah  informasi akuntansi,
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pengambilan keputusan, pengendalian, akuntabititas transparansi. Maka pemerintah akan
memberikan perhatian lebih pada peluasan pelaykesehatan, penekanan pada upaya untuk
promotif-preventif dalam penanggulanan penyakit dan percepatan untekcapai tujun
pembangunan kesejahteraan penduduk, Menteri Keselrépublik Indonesia dalam upaya
untuk membantu pemerintah daerah agar mencapait tasgional dibidang kesehatan dengan
mengeluarkan program kesehatan masyarakat vyaitgadermentuk Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) bantuan kesehatan ini merupaka saltu program unggulan Kementerian
Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bf2ld)ah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemantéfesehatan yang salurkan kepada
pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui nmekantugas pembantuan. Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) ini sendiri adalah iemberupakan berupa dana dari pemerintah
pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk membastmerintah kabupaten/kota dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai d&tgadar Pelayanan Minimal (SPM).
Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) tetap bersifptesnen, sehingga komitmen pemerintah
daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan earggeecara memadai, terutama untuk
upayapromotif dan preventif.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini sendirladdaantuan
dana dari pemerintah pusat melalui kementerian hedge untuk membantu pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan kesekataiai dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah/wilayah kota BauBalawesi Tenggara merupakan
instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehBiaas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau
memilikitugas untuk merumuskan kebijakan kesehatarelaksanakan bidang kesehatan,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatelaksanakan administrasi Dinas
Kesehatan, melaksanakan fungsi lain yang berkaitaigan urusan kesehatan. Selain fungsi-
fungsi tersebut, melalui kantor Dinas Kesehatarjuga pemerintah bertanggung jawab untuk
melakukan pengarahan kesehatan, pengarahan hidap gengan olaraga dan kesehatan jiwa
bagi masyarakat serta keluarga. Dinas Kesehatanjuga bertugas sebagai penjamin dan
pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjangi tumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan,

dokter, klinik, apotek dan sebagainya.
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Berdasarkan fenomena yang ada pada maka pendhtiikeuntuk melakukan penelitian
akuntabilitas, transparansi dengan objek dan sytgelelitian yang berdeda yaitu dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) dan dinas kesehatark€B). Meneliti dan melihat sumber dana
Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) merupakan bardaaa dari pemerintah yang berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBNhgghi diperlakukan pertanggungjawaban
yang menetapkan aspek akuntabilitas, transparansBgrdasarkan uraian diatas maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judulndfisis Akuntabilitas Dan Transparansi
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PadasDKesehatan Kota Baubau Tahun
2020".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas.

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.

Menurut Halim Abdul (2014) akuntabilitas merupakd®wajiban untuk memberikan
pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkarakdan tindakan seseorang badan
hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pilaalg ynemiliki hak atau berkewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.2 Prinsip — Prinsip Akuntabilitas
Menurut Rahmawati ( 2015) dalam pelaksanaan rliaggup pemerintahan memerhatikan
prinsip-prinsip akuntabilitas. yaitu:
1) Wajib ada pegangan dan loyalitas dari pimpinan stah instansi guna melakukan
pengelolaan visi dan misi sehingga tercipta perteran yang akuntabel.
2) Wajib adanya suatu sistem yang dapat memberi jamdaam menggunakan sumber
daya secara tetap dengan aturan perundang-undgaggrelah berlaku.
3) Wajib menunjukan hasil dari tujuan dan sasdgmals) yang telah ditentukan.
4) Wajib dalam pencapaian visi dan misi berserta ltasilmanfaat yang diperoleh.
5) Harus transparan, jujur, inovatif, dan objektif aghi pembawa perubahan pada

pemerintah dalam bentuk ukuran suatu kinerja dé&andpenyusunan laporan hasil.
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2.2 Transparansi.

2.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Haryatmoko (2011) yangmemberikan pemahaewmadap konsep transparansi bahwa
“organisasi pemerintah bisa bertanggungjawabkan yape telah dilakukan dengan sumber
informasi yang relevan atau laporan yang terbuk@atiap pihak luar atau organisasi (legislator,
auditor, publik) dan dipublikasikan.

Dalam pengelolaan dana untuk tranparansi akan megmbasyarakat dan pemerintah
dapat mengetahui dana yang digunakan untuk supgnkagan yang mengarah untuk kesehatan
masyarakat dalam sebuah bantuan operasional kaseljahg terbuka dan diketahui oleh
seluruh masyarakat. maka menjadi pertimbangan bahasyarakt berhak mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas informasi keuangankymatanggungjawaban dalam pengelolah

sumber daya dan ketaatan dari pihak yang berwenang.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi
Prinsip transparansi yang dikemukakan oleh HumaaritaForum Indonesia (HFI) dalam
Rahmawati (2015) mengemukan 6 prinsip tansparaasg ymeliputi Adanya informasi yang
mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksame@nk bantuan atau program)
1. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegdgardetail keuangan.
2. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan suda&ya dalm perkembangan
proyek yang dapat diakses oleh umum.
a. Laporan tahunan.
b. Website atau Media publikasi organisasi

c. Pedoman dalam penyebaran informasi

2.3 Bantuan Operasional Kesehatan

2.3.1Pengertian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Menurut Dasmar dkk, (2013) BOK adalah bantuan gamerintah melalui menteri kesehatan
dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melakaarpelayanan kesehatan masyarakat

sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Bidang kKeaehmenuju Milennium Development
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Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja puskesaasjaringannya serta Poskesdes dan
Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan Kesegiratantif dan preventif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkanBantuanr@3pmal Kesehatan (BOK) adalah
subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan.Bantiati tujukan untuk membiayai pelayanan
kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang neemB&K diperuntukan untuk
meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyargkatkasenjangan pelayanan kesehatan
antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakifan® pelayanan preventif kesehatan.

2.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Menurut Kemkes Nomor 11 Tahun 2015 tujuan operasikesehatan sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakgtbgsifat promotif dan preventif
dalam mencapai target program kesehatan prioritasusnyaViIDGsbidang kesehatan.
2. Tujuan khusus
Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaran sraea] Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan gnoggesehatan prioritas nasional.

2.3.3 Alokasi Dana Bantuan Opersional Kesehatan (BOK)
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind@néNomor 86 Tahun 2019 alokasi
bantuan opersional kesehatan yaitu Alokasi dan&gtaupaten/kota Besaran alokasi dana BOK

untuk setiap tahun ditetapkan berdasarkan SK mdmsehatan.

2.3.4 Kebijakan BOK
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind@ndomor 86 Tahun 2019 adalah:

1) Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa BjKLdaerah dapat
memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan nesmgaennya dalam
pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, mis@umyaeak Respons Immunization
(ORI), KLB diare, dan lain-lain.

2) Kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepatahdeekait standar biaya dan
pendoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi dderajan tetap mengacu pada
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3)

4)

5)

6)

peraturan yang lebih tinngi. Kesehatan tidak bolfiplikasi dengan sumber
pembiayaan APBN, APBN maupun pembiayaan lainnya.

Dinas kesehatan provinsi merupakan koordinatorndgi@rencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi BOK bidang kesehatan. Dkesehatan Kabupaten/Kota di
provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan BOK bidakgsehatan wajib
berkoordinasi dengan dinas kesehatan Provinsi

Kegiatan dalam rencana penggunaan dana BOK dibidesghatan tahun anggaran
berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan preomtan permasalahan di masing-
masing daerah yang prioritas nasional bidang késeha

Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, makalakepmas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat mengusulka kepada Bupati/atalikuntuk melimpahkan
wewenang KPA kepada kepala dinas kesehatan daldaksppaan BOK sesuai
peraturan yang berlaku.

Penggelolaan dan pertanggungjawaban keuangan B@atidpikesehatan mengikuti
ketentuan yang telah diatur kementerian kuangarkeamenterian dalam negeri.

2.3.5 Manfaat Dana Bantuan Operasional KesehataiBOK)

Menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Repulik IndanB®mor 3 Tahun 2019 manfaat dana

Bantuan Opersional Kesehatan sebagai berikut :

a)

b)

d)

Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program $iml@ehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK)

Rujukuan pengujian sample kesehatan masyarakat (I{IM primer tidak mampu
melakukan pemeriksaan bak dalam tenaga saranargrasanaupun teknologi)
termasuk yang dilaksanakan pleh Balai Kesehatanydfakat sebagai UPT Dinas
Kesehatan Kabupaten/kota.

Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kemehaeperti pengukuran
cemaran lingkungan/zat berbahaya, kalibrasi atat,lain-lain.

Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup tsdhéingkat kabupaten/kota dan

pemberdayaan masyarakat
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e) Koordinasi terpadu lintas program/ lintas sektalabig kesehatan.

2.3.6 Penggunaan dana BOK

Menurut Mulyawan. dkk (2012) dalam penggunaan DBaatuan Operasional yaitu: Dana

yang disesuai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yiahek terbatas pada fisik dan peralatan

serta obat-obatan saja melainkan juga digunakaokuhelanja yang lain dan alokasinya

dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fadaatah Dari penjelasan diatas dapat
disimpulan yaitu: Dana BOK adalah yang diterima dapat digunakan untuk melaksanakan
kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat disetigmge Dana BOK yang telah dialokasikan

disetiap dinas kesehatan dapat digunakan untukkgaelaan kegiatan dan upaya kesehatan
masyarakat oleh dinas kesehatan dan jaringannya.

2.4Dinas Kesehatan

2.4.1 Pengertian Dinas Kesehatan

Menurut Yesnath Metoy (2019) yaitu Dinas Kesehatemupakan unsur pelaksanaan Otonomi
Daerah kabupaten/kota seiring perkembangannyalddeexrah di Indonesia tidak terlepas dari
Daerah Otonomi Baru (DOB), Dinas Kesehatan dibefeidasarkan peraturan daerah. Dinas
Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibankefaris Dinas dan Kepala Bidang, Kepala
seksi dan Staf.

Dinas kesehatan merupakan sebuah organisasi at#u sistem dalam pelayanan
kesehatan yang mempunyai tugas untuk urusan peggelean pemerintahkepada daerah
dalam bidang kesehatan untuk membantu kepala ddatam pelaporan kebijakan operasional
dibidang kesehatan masyarakat.

Pelaksaan dan penetapan suatu kebijakan operask@sgahatan masyarakat, dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanahdtes, sumber daya kesehatan, persediaan

obat dan alat kesehatan milik dinas kesehatan

2.4.2 Tujuan Dinas Kesehatan
Menurut Arisandy (2015) tujuan dinas kesehatanakdakbagai strategi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan secara praktis yapat dermanfaat untuk masyarakat sebagai
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instutis kesehatan kepada masyarakat. Dari peajel@ssebut dapat di simpulkan bahwa tujuan
dinas kesehatan antara lain yaitu:

1. Untuk meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelagakesehatan masyarakat bagi
warga miskin.
Meningkatakan kualitas pelayanan ibu dan anak.
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana sert&keédtn layanan kesehatan.
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.

Meningkatkan ketersediaan. Kuatitas, konsumsi é@mlanan pangan

o g0k W

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkatatagang baik.
2.4.3 Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan

Kinerja organisasi merupakan pencapaian atas apg tgdah direcanaka baik pribadi maupun
organisasi. Menurut Mardiasmo (2014) Konsep kinesjganisasi dapat dilakukan dngan
pendekatan, yaitu melihat organisai itu sendiri) deelihat kinerja organisasi dari preskpetif
kelompok sasaran atau pengguna jasa organigdmisus mengenai organisasi publik berkaitan

erat dengan produktivitas, kualitas layanan, repta$, akuntabilitas, serta pelayanan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Kinemganisasi merupakan kegiatan yang
dilaksanakan sesuai program yang telah dikeluadtah pimpinana organisasi yang sesuai
perecanan dalam kegiatan kinerja organisasi agacapeai suatu keberhasilan program yang
telah dilaksanakan.

2.4.4Manajemen Keuangan Dalam Peran Dinas Kesehatan
Menurut Agus (2015) manajemen keuangan dapat kharebagai manajemen dana yang baik
yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalanmadmriibentuk invenstasi secara efektif
secara efisensi.

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai beyditu, Dalam manajemen keuangan
khususnya untuk proses perecanaan Dinas Kesehal@m dnenentukan besaran alokasi dana
BOK pada setiap pelayanan kesehatan yaitu Dinashkésn dan pelayanan kesehatan lainnya,

yang sesuai wilayahnya masing-masing. Besaran @ll8KaK untuk setiap pelayanan kesehata n
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ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas. Alokasi hmian dana BOK dengan
mempertimbangakan beberapa indikator yaitu jum&idpduk, luas wilayah, cakupan program,
jumlah tenaga kesehatan dan situasi atau kondigi tdah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan kgaandalam penggelolaan dana BOK pada
Dinas Kesehatan Kota Baubau. Sedangkan Yang mesgadgpel penelitian ini adalah laporan
keuangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operas{@sehatan (BOK) pada Dinas Kota
Baubau 2020.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini hdadbagai berikut Data kuantitatif yaitu data
yang berupa angka-angka yang diambil dari dari gletegan Bantuan Operasionasl Kesehatan
(BOK) seperti laporan pengunaan dana Data dedkgptielitian deskritif kualitatif ditujukan
untuk mendeskripsikan dan mengambarkan fenomermarfema yang ada, baik bersifat alamiah
maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikemg@nai karakteristik, kualitas, dan
keterkaitan antar kegiatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data.
Untuk memperoleh data yang relevan dangan masaaf glibahas, penelitian menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik penggumpulan data dengaam mengamati secara secara
sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatikgigeelitian. Peneliti memggunakan
catatan yang diamati yang berhubungan dengan panelbservasi yang di pilih adalah
pada akuntabilitasn dan transparasi program Bar@yemasional Kesehatan (BOK)

3. wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukagate cara melakukan tanya jawab
dengan informan atau pihak yang berkaitan dengaalige Dalam hal ini adalah bagian-
bagian yang bertanggungjawab terhadap pengeloleaama dBantuan Operasional
Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau.
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2. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan unerkperoleh data dan informasi
dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angkagdembar yang berupa laporan serta
keterangan yang dapat mendukung penelitian, dokiasieadalah penggumpulan data

yang di dapat tempat sasaran sesuai denggan keamggeneliti.

3.4 Metode Analisis Data

Metode dalam melakukan penelitian ini adalah mealigia data dengan menggunakan analisis
desriptif yaitu penelitian yang berfungsi untuk deskripsikan fenomena — fenomena yang ada
dan menggambarkan sebuah hasil dalam penelitiannganberikan kesimpulan. sedangkan
analisis kualitatif yaitu penelitian dalam bentuiormasi baik secara lisan seperti struktur
organisasi dan tugas tugas lainnya untuk digunakbagai indikator-indikator akuntabilitas dan
transparansi. Pada fenomena yang ada dilapangaeatamya.

Dari penjelaskan atas maka dapat disimpulkan tugmatisis data yaitu :

1. Akuntablitas merupakan sebuah pertanggungjwabarsegala aktivitas dan kinerja
yang dilakukan oleh sebuah entitas kepada pihakakyang berkepentingan untuk
sebuah prinsip akuntanbilitas untuk menciptakatussiatem kontrol yang efektif.

2. Transparansi adalah keterbukaan atau kebebasak mendapatkan informasi yang
dapat di dapat dari pihak — pihak yang yang benkipgan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun020

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digamaintuk meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat medgait&npromotif dan preventifdi Dinas

Kesehatan untuk mendukung terselenggaranya peacaparget di bidang kesehatan dan
MDGs, serta mendukung terselenggaranya perencaeayanan kesehatan masyarakat dalam

perecanaan kesehatan yang telah di rencanakanDabels Kesehatan. Berikut adalah tabel
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jumlah anggaran Bantuan operasional kesehatan [anias Kesehatan tahun 2020 sebagai

berikut:

Tabel 1. Anggaran Bok Dinas Kesehatan Kota Baubatliahun 2020

Nama

Anggaran Dana (BOK)

Realisasi (Rp)

Anggaran Dana BOK

8.438.843.7

D1  8.438.843.791

Jumlah

8.438.843.791

8.438.843.791

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah alokasi aaggaantuan Operasional kesehatan pada

Kota Baubau Tahun 2020 di jelaskan sebagai beriBathwa alokasi anggaran Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatda Baubau tahun 2020 dalam program
kegiatan kesehatan sebesar Rp. 8.438.843.791 watigasi sebesar Rp. 8.438.843.791.

4,2 Realisasi Anggaran Kegiatan (BOK) Tahun 2020.

Anggaran kegiatan Bantuan Operasional KesehatanK)B@dalah anggaran yang akan

digunakan untuk kegiatan program kesehatan masgiargfng telah di recanakan atau

disiapakan oleh Dinas Kesehatan.

Berikut adalah tabel jumlah pemanfaatan dana Ban@perasional Kesehatan (BOK) pada

Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Bok Non Fisik DinaKesehatan Kota Baubau Tahun 2020

No. Kegiatan Tahun 2020 (Rp)

1 Program Gizi 84.600.000

2 Program KIA 33.335.361

3 Program P2m 146.688.250

4 Program Kesehatan Lingkungan 142.504.000
S Manajemen Kesehatan 660.401.350
6 Manajemen Puskesmas 7.371.314.830
Total 8.438.843.791

Sumber: Data Diolah, 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahaui alokasrehlisasi Dana yang digunakan dalam
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas hé&tae Kota Baubau tahun 2020.
Berdasarkan tabel Dinas Kesehatan Kota Baubau Npatiden alokasi dana sebesar Rp.
8.438.843.791 dan terealisasi sebesar Rp. 8.438®8U3dikarenakan Dinas Kesehatan Kota

Baubau memiliki Jumlah Penduduk yang banyak.

Maka Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansigr&m Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK). Pada hasil penelitian ini telahitepun dalam deskriptif penelitian. Berikut
ini merupakan kegiatan wawancara terhadap bapakanlSKM.,MPH. selaku staf di Bidang
Kesehatan Masyarakat. dalam program Bantuan OpeedsKesehatan (BOK) pada Dinas

Kesehatan Kota Baubau. Berikut adalah hasil wawarnca

“Kegiatan yang tercakup dalam bantuan Operasionakghatn (BOK) adalah
semua kegiatan promotif dan preventif, sedangkang yalak tercakup adalah
kegiatan kuratif (rangkaian). Seperti Kegiatan pebgtan yang ditunjukan
untuk penyembuhan penyakit dan mengurangi penderitkibat penyakit,
mengendalikan penyakit sehingga kualitas kesehataasien dapat
dipertahankan seoptimal mungkin.” Informan 1 (Waeaa 14 September
2021)

“Indikator keberhasilan dana Bantuan Operasionals€batan (BOK) adalah:

a. Ketika penerapan penggunaan dana mencapai 90% dabahding
lurus dengan peningkatan capaian dalam program asadkan kegiatan
yang telah dilakukan.

b. Ketika sistem administrasi sudah cukup.

c. Ketika prinsip pembukaan dan publikasi pengunadakitercakup dan
dapat diakses dengan muda.

Sedangakan jika tidak memenuhi target, sisa daarashdikembalikan
ke kas Negara.” Informan 1 (Wawancara 14 Septer2ben)

“Pada kenyataanya APBD dan BOK tidak digandakanlanea
pembiayaan suatu kegiatan, oleh karena itu danaakaqg yang telah dibiayai
oleh APBD tidak dapat biayai oleh BOK , demikiarapsebaiknya, Setelah
itu, dana BOK sesuai dengan fungsinya masih digekam untuk kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pnogr&PM seperti
pelayanan kesehatan ibu hamil dan kesehatan desdayanan pencegahan
penyakit juga kesehatan diusia lanjut dan lain-fgia.” Informan 1
(Wawancara 14 September 2021)
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“Pelaksanaan BOK di Dinas Kesehatan Kota Baubabadi 2 yaitu:
pelaksanaan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatian Bendahara Dinas
Kesehatan, yang bertanggung jawab dalam urusanngaradan penyusunan
pertangungjawaban yang akan dilaporkan pelaksahaise lalu yang kedua
adalah pelaksana teknis dari para pemegang progré&egiatan dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegididepangan.” Informan 1
( Wawancara 14 September 2021)

“Berdasarkan SK tenaga yang ditunjukan sebagai péylg anggaran
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diserahkan sang kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kota Baubau setelah dana Bantuagra3pnal Kesehatan
(BOK) diolah dan kemudian di serahkan kepada masiaging Kepala
Bidang (Kapid) untuk melaksanakan kegiatan kesehgsag telah yang telah
di recanakan.” Informan 1 (Wawancara 14 Septemiit1d

“Dalam mengukur keberhasilan semua kegiatan bigaadengan melihat
besaran dana yang dipakai dan persentase dalamgpaman kegiatan dari
target yang ada, serta melihat kondisi nyata daséhatan masyarakat yang
ada diwilayah Dinas Kesehatan Kota Baubau, dankkesemua kegiatan itu
relevan, tepat waktu, tetap sasaran, dan sesuagaerpemanfaatan dalam
penggunaan dana dan bukan sebuah manipulasi legiataka kegiatan
tersebut dianggap berhasil.” Informan 1 (Wawancaraseptember 2021)
“Pada umumnya sebagian besar masyarakat telah ntahge adanya
program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) namula jgula beberapa
dari masyarakat ini tidak mengetahui tentang pragrani, namum dari pihak
Dinas Kesehatan Kota Baubau selalu mengadakan tegkegiatan
sosialisasi mengenai program kesehatan agar magganmengetahui adanya
program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) inimoan ada sebagian
dari masyarakat tidak memperhatikan sosialisasi goaon ini sehingga
pemahaman tentang program ini dirasa masih kurangrforman 1
(Wawancara 14 September 2021)

“Dalam pengajuan dana Bantuan Operasional KesehdB@K) maka semua
staf Dinas Kesehatan Kota Baubau dilibatkan kar&sntuan Operasional
Kesehatan (BOK) merupakan dana kegiatan yang meykiak pencapaian
program dan tentunya diperlukan keutuhan dan kerse organisasi yang
baik di Dinas Kesehatan Kota Baubau, dengan aiti keberhasilan program
Dinas Kesehatan adalah keberhasilan bersama danadedgn Dinas
Kesehatan adalah kegagalan bersama.” Informan 1 Wdfecara 14
September 2021)

“Syarat dalam penerimaan dana Bantuan Operasionabdéhatan (BOK) di
peruntukkan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kotab&aunamun untuk
jumlah besaran dana Bantuan Operasional KesehaB@K() yang diterima
Dinas Kesehatan Kota Baubau dengan memperhatikamdiKiodan situasi
Dinas Kesehatan, yaitu:

1.  Jumlah penduduk
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Luas wilayah

Kondisi geografis

Kesulitan wialayah

Jumlah tenaga.” Informan 1 (Wawancara 14 Septen2o2)

akwn

4.3. Akuntanbilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Akuntabilitas Anggaran Kegiatan Bantuan Operasidf@sehatan (BOK) merupakan bentuk
pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Baubaw&gmablik terkait pengelolaan anggaran
kegiatan Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) yala tdilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kota Baubau. Akuntabilitas tersebut meliputi pendoennformasi tentang anggaran kegiatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada mastarak

Secara keseluruhan penerapan akuntabilitas anggeegaiatn Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam jajaran Dinas Kesehatan Batzbau sudah baik. Hal ini ditunjukan

oleh pertanggungjawaban dalam kegiatan BantuanaGipeial Kesehatan masyarakat.

4.4 Transparansi Anggaran Bantuan Operasional Kesatan (BOK)

Transpransi Anggaran Kegiatan Bantuan OperasioaaéKatan (BOK) merupakan keterbukaan
Dinas Kesehatan Kota Baubau dalam memberikan irssirnerkait dengan aktivitas kegiatan
dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepadsyarakat. Hal ini sebabkan karena
penerapan transparansi pada penggelolaan dana aBar@perasional Kesehatan (BOK)
merupakan bukti keseriusan Dinas Kesehatan dalanmjald@kan kegaiatan kesehatan
masyarakat.

Secara teoritis Dinas Kesehatan harus menangangaderbaik kinerjanya dengan
memperhatikan 2 aspek transparansi,yaitu.1l) kormagnigublik oleh Dinas Kesehatan. 2) hak
masyarakat terhadap akses kesehatan. Transparanss Iseimbang karna menyangkut
kebutuhan dan keberhasilan dinas kesehatan di yaageakan datang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yadidpkukan oleh Deby Novita Kurniati,
Dkk (2018) bahwa penggelolaan dana Bantuan Ope@@asitesehatan (BOK) berjalan dengan
baik menurut dukungan Operasional dan bantuan gekthukungan operasional memberikan
akuntansi dan dan laporan — laporan setiap bulakepada dukungan operasional kesehatan

para pemimpin sebagai orang yang bertanggung jdaalberbuka atas puskesmas.
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4.5 Anggaran BOK Tahun 2020

Alokasi Anggaran Kesehatan Kota Baubau Tahun 20@fupakan anggaran yang berasal dari
pemerintah dan disalurkan kepada Dinas Kesehatark uneningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, hemaggaran dana BOK yaitu sebesar Rp
8.438.843.791 yang telah diterima oleh Dinas Keasehgang diberikan berdasarkan beberapa
indikator yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, parg kegiatan dan situasi atau kondisi yang
ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

Secara keseluruhan Anggaran Bantuan Operasiona&hi&es sudah sesuai dengan ketentuan
yang tertera dalam pentunjuk Juknis BOK. Hasil peae ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Deby Novita Kurniati, Dkk bahwa aagan alokasi kegiatan kesehatan untuk

mendukung kegiatan kesehatan dengan pemerataaampatekesehatan.

4.6 Realisasi Anggaran Kegiatan BOK Tahun 2020.

Alokasi Anggaran Kesehatan Kota Baubau Tahun 20@fupakan anggaran yang berasal dari
pemerintah dan disalurkan kepada Dinas Kesehatark uneningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, hemaggaran dana BOK yaitu sebesar Rp
8.438.843.791 yang telah diterima oleh Dinas Keasehgang diberikan berdasarkan beberapa
indikator yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, parg kegiatan dan situasi atau kondisi yang
ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

Secara keseluruhan Anggaran Bantuan OperasionaéhE&es sudah sesuai dengan
ketentuan yang tertera dalam pentunjuk Juknis B®I&sil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Deby Novita Kurnidlkk bahwa anggaran alokasi kegiatan

kesehatan untuk mendukung kegiatan kesehatan dpegserataan pelayanan kesehatan.

5. KESIMPULAN

1) Akuntanbilitas dan pertanggungjawaban Dinas KesehKbta Baubau telah melakukan
pelaporan kegiatan Bantuan Operasonal kesehatahdtas (BOK) dalam membagi

fungsi serta tugas dengan baik, hal ini dapat atilittari pengawasan dari mekanisme
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pelaporan, aktivitas, bentuk pengawasan. padar&roBantuan Operasional Kesehatan
(BOK).

2) Transparansi, hal ini terlihat pada sistem penyasymrogram kegiatan dalam Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatashié&tan Kota Baubau yang telah
terlaksana dengan baik dan terbuka.

3) Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telamimantu Dinas Kesehatan Kota
Baubau dalam menjalankan tugas dan fungsinya yagtmberikan pelayanan kesehatan
yang menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kebDapat dikatakan bahwa
pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan Kota Baellbha terlaksana dengan sukses.
Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan derdgthadap kesehatn masyarakat dan
pencapaian pelaksanaan program Standar PelayamamdWi(SPM) yang meningkat

setiap tahunnya, seperti yang terlihat dimasa yalken datang

6. SARAN
1) Terus meningkatkan kinerja baik internal maupurtezkal pada kesehatan masyarakat di
Dinas Kesehatan Kota Baubau dan mempertahankammy@radalam pemberian
pelayanan kesehatan, serta dalam menerapan palsipabilitas dan transparansi.
2) Terus meningkatkan sosialisasi terhadap progranBarOperasional Kesehatan (BOK)
agar masyarakat lebih memahami tentang fungsi danfaat Bantuan Opersional
Kesehatan (BOK).
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